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CAMAT PONCOKUSUMO

a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak,
tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak
terkait, dalam rangka mewujudkan sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik berdasarkan kopentensi yang
dimiliki, dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam
memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta
mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu
ditetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a,
konsideran menimbang ini, maka perlu mengatur pedoman
penyusunan Standar Opersional Prosedur, Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi Aparatur pada Perangkat Daerah di Lingkungan

Kecamatan Poncokusumo.

—

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan;

4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

10.

11.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26/KEP/M.PAN/7/2004
tentang Petunjuk Teknis transparansi dan akuntabilitas
dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang pelayanan
Publik di Provinsi Jawa Timur;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006
tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2005 tentang pelayanan Publik di Provinsi Jawa
Timur;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada perangkat
Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi dan
Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Daerah Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Aparatur sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

Standar  Operasional Prosedur kecamatan Poncokusumo

sebagaimana Diktum PERTAMA meliputi :

1.

SOP Prosedur Pembayaran Kebutuhan Sarana Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
SOP Prosedur Penyediaan jasa Administrasi Keuangan;

SOP Prosedur Penyediaan jasa Kebersihan di lingkungan

Kantor;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

SOP Prosedur Menginventarisasi kekayaan Kecamatan |/

Kelurahan / Desa serta sarana dan prasarana umum;
SOP Prosedur Laporan Daftar Inventaris Semester I & II;

SOP Prosedur Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD);

SOP Prosedur Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan

Barang Milik Daerah (DKPBMD);
SOP Prosedur Pembetulan dan pembatalan SPPT PBB;
SOP Prosedur pengajuan Mutasi/perubahan SPPT PBB;

SOP Prosedur Penanganan terhadap Kejadian Luar Biasa

bidang kesehatan;

SOP Prosedur Pengajuan Rekemendasi Keterangan Tidak

Mampu;

SOP Prosedur Penyaluran Raskin;

SOP Prosedur Pengajuan Kartu Pencari Kerja (AK-1);
SOP Prosedur Pelayanan rekomendasi perijinan;
SOP Prosedur Rekomendasi ijin keramaian,;

SOP Prosedur Rekomendasi ijin penelitian,;

SOP Prosedur Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

(SKCK);
SOP Prosedur Penanganan Piket Kantor Kecamatan;

SOP Prosedur Penanganan awal terhadap Kondisi Darurat

Bencana Alam;

SOP Prosedur Penyelesaian pemasalahan desa (non litigasi) di
bidang Pemerintahan, pembangunan dan  pelayanan

masyarakat;
SOP Prosedur Pelayanan Surat Masuk;
SOP Prosedur Pelayanan Rekomendasi Surat Keluar;

SOP Prosedur Musyawarah Penyusunan Rencana

Pembangunan Kecamatan;

SOP Prosedur Pengajuan program Kemitraan;



KETIGA

KEEMPAT

Standar Operasional Prosedur sebagaimana Diktum KEDUA
dipergunakan sebagai Acuan yang harus dilaksanakan oleh
Petugas/ Aparat Kecamatan Poncokusumo.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan perubahan

dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Poncokusumo

Pada tanggal 6 Januari 2023




